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A. Latar Belakang 
 Keberhasilan suatu negara memiliki relevansi yang signifikan dengan kualitas 
pendidikan yang diselenggarakan. Sedangkan kualitas pendidikan berbanding lurus 
dengan kejelasan tujuan dan arah kebijakan yang hendak dicapai. Standar kualitas 
merupakan perwujudan dari komitmen kolektif untuk menjadi bangsa yang unggul, 
maju, dan berperadaban. Oleh karena itu, keunggulan pendidikan menjadi indikator 
majunya suatu bangsa, sebaliknya rendahnya daya saing bangsa merupakan 
pencerminan dari rendahnya kualitas pendidikan yang dihasilkan.   
Indonesia merupakan negara terbesar keempat di dunia, bukan hanya besar 
dari segi jumlah populasinya, melainkan juga besar dalam kepemilikan kekayaan 
sumber daya alamnya, seharusnya juga besar dalam pencapaian kualitas 
pendidikan. Sayangnya dari aspek pendidikan, negara ini masih jauh di bawah 
peringkat pendidikan yang diselenggarakan oleh kebanyakan negara-negara lain di 
dunia, walaupun juga harus diakui terdapat berbagai prestasi yang berhasil 
ditorehkan oleh putra-putri terbaik bangsa melalui berbagai even seperti dalam 
olimpiade ilmu pengetahuan beberapa tahun terakhir ini.  
Berdasarkan data dalam Education for All (EFA) Global Monitroring 
Report  2011 yang dikeluarkan UNESCO menunjukkan bahwa indeks pembangunan 
pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 dari 127 negara yang disurvei atau 
turun empat tingkatan jika dibandingkan hasil survei sebelumnya yang 
  
menempatkan Indonesia pada urutan ke 65. Survei itu menggunakan empat tolok 
ukur, yaitu angka partisipasi pendidikan dasar, angka melek huruf pada anak usia 15 
tahun ke atas, angka partisipasi menurut kesetaraan jender, dan angka bertahan 
peserta didik hingga kelas V sekolah dasar.1 Prestasi tersebut akan berdampak 
buruk bagi kemajuan bangsa ini di masa yang akan datang jika tidak sesegera 
mungkin dilakukan perbaikan di sektor pendidikan. 
Secara normatif, kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya perbaikan 
kualitas pendidikan tercermin dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat 1 yang 
berbunyi “Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).” Dengan mengalokasikan anggaran pendidikan yang tinggi 
diharapkan dapat menciptakan pendidikan yang baik sehingga mampu berkompetisi 
secara global dengan negara-negara di dunia. Namun, kenyataan menunjukkan 
realitas yang sebaliknya. Berbagai permasalahan internal seperti layanan pendidikan 
tanpa diskriminasi, ketersediaan dana untuk program wajib belajar, ketersediaan 
tenaga pendidik yang bermutu, pembinaan tenaga pendidik untuk sekolah dan di 
luar sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, dan pengawasan penyelenggaraan 
pendidikan menjadi hambatan utama dalam menciptakan pendidikan yang bermutu.2  
Nampaknya, Indonesia perlu belajar dari pengalaman negara lain untuk 
merumuskan langkah strategis dalam membangun sektor pendidikan. Langkah 
                                                          
1 Rahardjo, “Peringkat Pendidikan Indonesia Menurun”, mudjiarahardjoh Online; 
  http://mudjiarahardjo.com/artikel/315-peringkat-pendidikan-indonesia-menurun.html (diakses 5 
Januari 2012). 
2 Kompas, “Rapor Merah untuk Pendidikan di Kota Bandung “, Kompas Online;  
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/27/16432084/Rapor.Merah.untuk.Pendidikan.di.Kota.Band
ung (diakses 5 Januari, 2012). 
  
yang dimaksud seperti yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat melalui 
Kementerian Pendidikan dalam membentuk National Commission on Excellece in 
Education pada bulan Agustus 1981. Tujuan komisi tersebut dibentuk tercermin 
dalam laporan ketua komisi nasional untuk Keunggulan Pendidikan di Amerika 
Serikat yang mengatakan bahwa:    
“Our purpose has been to help define the problems afflicting American 
education and to provide solutions, not search for scapegoats. We addressed 
the main issues as we saw them, but have not  attempted to treat the 
subordinate matters in any detail. We were forthright in our discussions and 
have been candid in our report regarding both the strengths and weaknesses 
of American education.”3 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tujuan dibentuknya komisi nasional 
untuk keunggulan pendidikan adalah membantu pemerintah dalam mengkaji dan 
memahami masalah pendidikan di Amerika Serikat dan berupaya mencari solusi 
terhadap masalah tersebut, bukan untuk mencari kambing hitam dan saling 
menyalahkan. Dalam diskusi itu, mereka mengetengahkan isu-isu utama 
menyangkut kelebihan dan kelemahan pendidikan di Amerika Serikat. Kemudian, 
menghasilkan rekomendasi yang berjudul “A NATION AT RISK: The Imperative For 
Educational Reform” (Negara dalam Resiko: Perlu Dilakukan Reformasi Pendidikan).   
Resiko yang dimaksud ketika mereka menganalisis berbagai kelemahan, 
pencapaian, dan berbagai prestasi yang diraih kemudian membandingkan dengan 
negara-negara lain. Mereka (komisi nasional) menemukan beberapa keunggulan 
negara-negara lain seperti Jepang yang telah berhasil memproduksi berbagai jenis 
mobil yang jauh lebih efisien dari hasil produksi Amerika Serikat,  Korea Selatan 
berhasil membangun industri baja paling efisien, peralatan mesin yang menjadi 
                                                          
3 Channelingreality, “A Nation at Risk: The Imperative For Educational Reform,” Online; 
http://www.channelingreality.com/un/education/nationatrisk/NATION_AT_RISK_Background.pdf 
(diakses 8 Januari, 2012). 
 
  
kebanggaan Amerika Serikat di dunia internasional telah diambilalih oleh produk-
produk Jerman. Mereka betul-betul menyadari bahwa hanya dengan mereformasi 
pendidikan, Amerika Serikat mampu menjadi negara besar yang unggul. Oleh 
karena itu reformasi pendidikan harus difokuskan pada tujuan untuk menciptakan 
masyarakat belajar. Dengan begitu, pendidikan yang dibangun bukan hanya untuk 
mengembangkan karir-karir tertentu dalam dunia kerja melainkian juga untuk 
mengembangkan kualitas secara menyeluruh termasuk nilai-nilai moral dalam 
tatanan kehidupan masyarakat.  
Jika membaca lebih jauh tentang temuan dan rekomendasi yang diberikan 
oleh komisi nasional Amerika Serikat tentang kondisi objektif pendidikan kepada 
pemerintahnya pada tahun 1983, nampaknya dapat dijadikan pijakan dasar dalam 
menelaah sistem pendidikan di tanah air dengan mengajukan beberapa pertanyaan 
kritis sebagai berikut: 
1. Apa yang terjadi dengan sistem pendidikan di Indonesia saat ini? 
2. Apakah sistem pendidikan saat ini memerlukan reformasi/inovasi? 
3. Adakah rekomendasi yang perlu diberikan sehubungan dengan perlunya 
reformasi sistem pendidikan sehingga membawa dampak pada kemajuan 
bangsa Indonesia? 
Ketiga persoalan inilah yang menjadi fokus kajian untuk ditelaah dan di 
analisis secara kritis dalam tulisan ini.  
 
B.  Problematika Sistem Pendidikan Nasional 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 
  
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara 
yang demokratis serta bertanggung jawab.4 Dalam hubungannya dengan upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sistem pendidikan nasional saat ini dipandang 
belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pencerdasan bangsa. 
Padahal, hal ini akan membawa implikasi terhadap kemakmuran dan martabat mulia 
bangsa. Di samping itu, rancangan pendidikan nasional belum berhasil keluar dari 
kerangka politik etis sebagaimana pendidikan yang diselenggarakan pemerintah 
kolonial Belanda. Hal itu dapat dicermati dari berbagai kebijakan yang cenderung 
diskriminatif, pendidikan yang berorientasi menghasilkan tenaga kerja murah, dan 
menciptakan lulusan yang mampu menjadi pegawai negara. 
 Pertama, kebijakan pendidikan yang cenderung diskriminatif dapat dicermati 
dari adanya kebijakan  pemerintah yang berusaha untuk menjadikan sekolah menengah 
kejuruan (SMK) berbanding 70:30 dengan sekolah menengah umum (SMU) lainnya. Rasio 
perbandingan jenis sekolah seperti ini dapat melahirkan perbedaan prioritas yang berimbas 
pada tingginya perhatian pemerintah pada jenis sekolah kejuruan di satu sisi dan “seolah” 
mengabaikan pengembangan keseluruhan jenis sekolah umum yang ada di sisi lain. Begitu 
pula dengan kebijakan penyelenggaraan pendidikan berstandar internasional (RSBI) juga 
telah membawa dampak disparitas baru  khususnya dalam hubungannya dengan pemberian 
sarana dan prasarana pendidikan, walaupun juga telah diakui dapat berkontribusi positif 
terhadap peningkatan kualitas bagi sekolah-sekolah tertentu. Secara konseptual, memang 
siswa Sekolah International dirintis untuk menyamai kurikulum international seperti pada 
Cambridge atau International Baccalaureate (IB). Dari segi tujuan dan visi memang sangat 
bagus, di mana siswa sudah dilatih untuk berkomunikasi secara global dengan bahasa 
Inggris. Siswa SBI juga memiliki pengalaman belajar yang sama dengan IB atau Cambrige. 
Namun, dilihat dari berbagai aspek, perhatian pemerintah terhadap sekolah yang berstandar 
                                                          
4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. 
  
internasional  telah menimbulkan gap yang begitu besar  dengan sekolah-sekolah yang 
berstandar lokal, regional, dan bahkan yang berstandar nasional.  
Kedua, pendidikan berorientasi menciptakan tenaga kerja murah, yang oleh 
sebagian pandangan menganggap sebagai kebijakan yang salah arah, karena hanya 
sebagai penyedia supply tenaga kerja (pekerja) murah, bukan menjadi lokomotif-
lokomotif penggerak ekonomi melalui wirausaha (entrpreneurship) yang mandiri.  
Berdasarkan laporan Global Entrepreneurship Moneter menunjukkan bahwa 
Singapora telah menciptakan tenaga handal interpreneur sebesar  2,1 persen pada 
tahun 2001 dan menjadi 7,2 persen tahun 2005. Sedangkan Indonesia hanya 
mampu menghasilkan 0.18 persen pada tahun 2006 atau hanya memiliki 400.000 
dari jumlah penduduk sebesar 230 juta.5 Selama ini, Indonesia hanya mampu  
mengekspor TKI yang identik dengan pekerja pembantu rumah tangga atau buruh 
kasar  yang nota bene memiliki kualifikasi pendidikan rendah sehingga cenderung 
diperlakukan tidak manusiawi.  
 Ketiga, pendidikan hanya mampu menciptakan lulusan yang cenderung 
menjadi pegawai negara saja. Lulusan masih banyak yang tidak memiliki 
keterampilan yang memadai yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Bayangkan,  setiap 
tahun Indonesia memproduksi sekitar 300.000 sarjana dari 2.900 perguruan tinggi. 
Dari sekian banyak sarjana terungkap bahwa jumlah pengangguran terdidik (lulusan 
perguruan tinggi) melonjak tajam hampir dua kali lipat dalam empat tahun terakhir. 
Pada Februari 2005, jumlah penganggur dengan pendidikan universitas masih 
385.400 orang. Empat tahun kemudian, yakni pada februari 2009, jumlahnya sudah 
mencapai 626.600 orang. Angka ini bertambah besar jika digabung lagi dengan 
                                                          
5 Medanbisnisdaily, “Bermimpi (Entrepreneur) Lewat Pendidikan,” Online; 
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2011/07/27/47426/bermimpi_entrepreneur_lewat_pend
idikan/#.Twrig80ZT9c (diakses 8 Januari, 2012). 
 
 
  
pengangguran lulusan diploma yang mencapai 486.400 orang.   
Meningkatnya jumlah pengangguran intelektual di Indonesia diakibatkan para 
sarjana yang orientasinya mencari kerja, tapi bukan menciptakan pekerjaan  karena 
melibatkan penguasaan keterampilan yang memadai yang harus dimiliki para 
sarjana tersebut.  
Permasalahan lain yang hingga kini belum dapat diatasi secara serius adalah  
ketidakjelasan arah kebijakan pendidikan, di satu sisi menganut sistem 
desentralisasi dalam pengertian menyerahkan sebagian kekuasaan dari pusat 
kepada daerah, tetapi di sisi lain pengendalian kebijakan masih tetap dilakukan 
secara sentralistik dari pusat pemerintahan. Kakaburan sistem pengelolaan 
pendidikan tidak saja membawa konsekuensi logis pada ketidakjelasan visi bersama 
dan program pendidikan yang tidak diagendakan dalam strategi pembangunan 
pembangunan ekonomi dan kebudayaan bangsa, melainkan juga ketidakjelasan 
kebijakan antara pendidikan berorientasi pada pembangunan daerah atau 
pendidikan nasional. Nampaknya, hal inilah yang mendorong pelaksanaan 
pendidikan sepertinya berjalan tanpa arah yang jelas. 
Memang, tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah desakan perubahan dewasa 
ini persoalan pendidikan tidak pernah akan selesai, seperti dijelaskan oleh 
Muhammad Nuh bahwa jangan pernah berharap persoalan pendidikan akan selesai. 
Maka, menapaki tahun depan, persoalan masih akan terus mengiringi perjalanan 
pendidikan di Tanah Air.6 Tetapi, permasalahan tersebut kelihatannya hanya 
mengulang berbagai permasalahan internal yang terjadi yang sebenarnya dipicu 
                                                          
6 Muhammad Nuh dalam Edukasi Kompas. Persoalan Pendidikan Tak Akan Pernah Selesai. Kompas 
Online: 
http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/26/08534758/Nuh.Persoalan.Pendidikan.Tak.Akan.Pern
ah.Selesai (diakses 8 Januari 2010). 
 
  
oleh adanya kesalahan kebijakan. Persoalan yang dimaksud yakni pertama, 
persoalan contekan massal, sebagai akibat dari kebijakan Ujian Nasional (UN) yang 
diletakkan bukan dalam kerangka untuk penentuan mutu dan pemetaan kualitas, 
melainkan untuk penentuan kelulusan peserta didik. Kedua, kebijakan penyaluran 
dana bantuan operasional sekolah (BOS) dan kisaran jumlahnya, yang tidak diawali 
dengan pemberian pengetahuan yang memadai kepada baik yang menyalurkan 
dana maupun kepada penerima dana BOS sehingga dana tersebut tidak sampai 
pada sasaran yang diinginkan, cenderung terlambat, dan syarat dengan 
ketidaktransparan yang tentu saja telah menimbulkan praktek-praktek penggelapan 
dana secara tidak bertanggungjawab. 
Ketiga, masalah sarana dan prasarana sekolah yang diakibatkan oleh 
kesulitan pemerintah menentukan jumlah riil dana pendidikan yang dibutuhkan 
setiap tahun. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri mengakui bahwa 
pendidikan yang ada di wilayah timur Indonesia khususnya Nusa Tenggara Timur 
tertinggal 17 tahun ke belakang jika ditilik dari sisi angka partisipasi khusus (APK).7 
Kenyataan ini memberi isyarat adanya disparitas mutu yang terjadi begitu besar 
antara propinsi-propinsi di Indonesia. 
Menyadari berbagai permasalahan seperti dikemukakan di atas, tidak 
berlebihan jika dikatakan bahwa kebijakan pendidikan dilaksanakan berdasarkan 
pengamatan dangkal melalui trial dan error sistem mencoba-coba dan salah. Hal 
inilah yang dimaksudkan oleh Sulistyo dengan kebijakan pendidikan dijalankan 
tanpa didahului kajian teori yang mendalam dan tidak didukung oleh studi empiris 
                                                          
7 Ibid, hal. 2. 
  
tentang kelayakan dan tingkat akseptabilitasnya.8 Selain itu, banyak program 
pendidikan yang dijalankan sebagai respons yang sifatnya instan dalam menanggapi 
berbagai isu dan permasalahan yang muncul. Akibatnya, kebijakan tidak dirancang 
secara konseptual dalam sebuah grand design dengan perspektif jangka panjang. 
Berbagai kebijakan pendidikan kelihatannya tidak diambil berdasarkan hasil riset 
dan analisis yang mendalam. Riset pendidikan selama ini hanya bersifat reaktif dan 
hanya menjadi solusi masalah jangka pendek. Pemerintah tidak memiliki strategi 
kebijakan pendidikan jangka panjang yang dapat mengantarkan bangsa ini untuk 
mencapai tujuan yang telah dicanangkan, yakni bertujuan untuk berkembangnya 
potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sesuai amanat 
undang-undang.  
 
C. Perlunya Reformasi Sistem Pendidikan  
Terinspirasi dari model reformasi pendidikan di Amerika Serikat yang diawali 
dengan kajian mendalam tentang kenyataan pencapaian pendidikan yang mereka 
selenggarakan, nampaknya pendidikan di Indonesia perlu mengadaptasi penglaman 
baik (the best practice) yang dilakukan oleh negara-negara lain di dunia termasuk 
negara-negara di Amerika dan Eropa. Jika reformasi pendidikan di Amerika dipicu 
oleh adanya hasil temuan yang berkaitan dengan (1) konten seperti kurikulum; (2)  
                                                          
8 Sulistyo dalam Edukasi Kompas, “Guru: Menyongsong 2012 Tanpa Gairah,” Kompas Online; 
http://kebijakan.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&cid=28&artid=1718 (diakses 5 
Januari, 2012). 
 
 
  
ekspektasi negara tentang tingkat pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 
yang seharusnya dimiliki oleh pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi; 
(3) waktu yang dihabiskan oleh peserta didik di rumah dan di sekolah; dan (4) 
temuan yang berhubungan pembelajaran, dalam hal ini tentang prefesionalisme 
guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, maka Indonesia perlu 
merumuskan berbagai hasil temuan sehingga permasalahan yang membelenggu 
sistem pendidikan selama ini betul-betul dapat teridentifikasi dengan baik secara 
menyeluruh. 
Begitu pula, pengalaman baik sebagian besar negera-negara Eropa yang 
mengkaji secara bersama-sama kecenderungan perubahan global yang membawa 
dampak pada pelaksanaan restrukturisasi pendidikan pada masing-masing negara 
di Eropa. Restrukturisasi sistem pendidikan tinggi distimulasi oleh empat fenamena, 
yakni (1) transformasi aktivitas industri, (2) proses neoliberalisasi telah 
meningkatkan arus mobilitas tenaga kerja yang berkualitas, (3) bersatunya kekuatan 
ekonomi dan politik di Eropa meningkatkan arus kerja sama antarnegara dalam 
berbagai bidang, (4) proses neoliberalisasi berdampak pada memudarnya nation-
state.9  
Berdasarkan model reformasi pendidikan sebagaimana dilakukan oleh negara-
negara besar tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat dua aspek yang 
menstimulasi lahirnya reformasi pendidikan, yakni (1)  aspek internal seperti kualitas 
pendidikan yang diselenggarakan dan (2) aspek eksternal, yakni tuntutan perubahan 
                                                          
9 Jürgen Rosemann, “Restrukturisasi Pendidikan Tinggi di Eropa,” Online; http://aster-
ganex.blogspot.com/2011/10/restrukturisasi-pendidikan-tinggi-di.html (diakses 3 Januari, 2012). 
  
 
  
global yang memerlukan penyesuaian sistem pendidikan sehingga sesuai dengan 
perkembangan zaman.   
Secara internal, berbagai kendala yang dihadapi oleh sektor pendidikan 
Indonesia menjadi alasan kuat tentang perlunya melakukan reformasi sistem 
pendidikan nasional. Adapun kendala-kendala yang dimaksud antara lain adalah:  
1. Rendahnya mutu pendidikan dan tingginya angka putus sekolah 
2. Rendahnya kesadaran dan penguasaan teknologi para pelaku pendidikan 
sehingga belum dimanfaatkannya secara maksimal ilmu dan teknologi bagi 
kemajuan pendidikan 
3. Belum terciptanya budaya belajar di kalangan masyarakat 
4. Profesionalisme dan tingkat kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan 
lainnya yang masih belum sesuai dengan tantangan peningkatan mutu. 
5. Menurunnya status kesehatan dan gizi sebagian peserta didik sebagai 
dampak krisis ekonomi yang mempengaruhi kesiapan mereka untuk belajar 
6. Terjadinya gejala umum menurunnya moral, budi pekerti, dan rasa toleransi 
di kalangan peserta didik dan generasi muda.10    
 
Di samping itu, berbagai permasalahan seperti telah dijabarkan pada bagian 
problematika sistem pendidikan nasional seperti di atas juga menjadi dasar pijakan 
yang perlu dikaji bersama untuk melakukan reformasi pendidikan. Selanjutnya, 
ditinjau dari aspek global di mana kemajuan di bidang sains dan teknologi informasi 
telah membawa perubahan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia. 
Aksesibilitas informasi yang begitu cepat seolah meniadakan sekat-sekat konfigurasi 
geografis berdasarkan zona dan kawasan teritorial. Berbagai peristiwa yang terjadi 
                                                          
10 Fasli Jalal, Reformasi Pendidikan  dalam Konteks Otonomi Daerah (Jakarta: DEPDIKNAS, 
BAPPENAS, dan Adi Cita Karya Nusa, 2001), hal. 61. 
  
di belahan benua mana saja mengalir begitu deras memasuki kawasan hingga ke 
seluruh pelosok desa sekalipun, yang oleh Herbert Marshall McLuhan dalam bukunya 
Understanding Media: The Extensions of Man pada tahun 1964 menyebutnya sebagai 
global village yang menandai terbangunnya era globalisasi. Globalisasi adalah suatu 
proses interaksi dan integrasi antara orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara-
negara yang berbeda dengan menggunakan alat bantu teknologi informasi. Hal ini 
berarti bahwa globalisasi dipahami sebagai suatu proses yang melahirkan 
transformasi nilai-nilai yang dianut, budaya dan tradisi, pola dan gaya hidup sebagai 
dampak dari hubungan dan interaksi sosial. 
Dampak arus globalisasi yang membawa kehidupan menjadi semakin komplek 
merupakan tantangan baru bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia 
memasuki milenium ketiga sekarang ini. Persinggungan budaya lokal, nasional, dan 
budaya-budaya asing adalah bagian yang tak terpisahkan dengan kehidupan kita 
sehari-hari. Tumbuh kembangnya budaya lokal dan nasional akan menghadapi dilema 
yang amat besar jika pengaruh budaya asing tidak segera dikelola secara bersama.  
Oleh karena itu penanaman nilai-nilai keindonesiaan harus tetap 
ditumbuhkan dengan tetap memperhatikan arah perubahan secara global sehingga 
dapat menyesuaikan dir i dengan perubahan lingkungan. Untuk dapat 
menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, perlu diawali dengan perubahan 
mendasar dalam pola pikir dan tindakan11 yang bukan hanya mengandalkan 
kekayaan khasanah budaya bangsa, sumber daya alam yang melimpah, dan 
ketersediaan sumber daya manusia saja melainkan harus dibarengi dengan upaya 
membangun pencintraan terhadap harkat dan martabat bangsa yang merupakan 
                                                          
11 Yusufhadi  Miarso, Menyemai Benih Teknologi Pendidikan. (Jakarta: Diterbitkan atas kerjasama 
dengan Pustekkom DIKNAS, 2004), hal. 178. 
 
  
landasan moral  yang tertanam dalam setiap diri warga bangsa sehingga tercipta 
sumber daya manusia yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah. Hal 
ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan terhadap institusi-institusi pendidikan 
dan penguatan organisasi-organisasi belajar untuk menerapkan sistem belajar secara 
terus menerus yang secara aktif mengelola perubahan dengan belajar dari hasil 
inovasi negara lain seperti melakukan imitasi dan modifikasi serta difusi dan integrasi 
yang menjadi dasar untuk mengembangkan kreativitas. 
 
D. Beberapa Rekomendasi tentang Perlunya Reformasi Sistem Pendidikan 
Nasional 
  Penyelesaian permasalahan pendidikan nasional tidak dapat dilakukan 
dengan hanya melakukan perubahan birokrasi sistem kelembagaan seperti 
pemisahan atau penyatuan kembali departemen dan kementerian pendidikan dan 
kebudayaan, tidak dapat juga dilakukan dengan penambahan jumlah menteri dan 
wakil menteri, atau dengan rancangan program seratus hari menteri pendidikan dan 
kebudayaan karena semua itu belum dapat mengungkap permasalahan pendidikan 
yang sebenarnya. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi berikut ini dipandang 
dapat mengeluarkan bangsa Indonesia dari krisis berkepanjangan yang membawa 
dampak pada rendahnya daya saing bangsa ini terhadap bangsa-bangsa lain di 
dunia. Adapun rekomendasi yang dimaksud adalah: 
 Pertama, pembentukan komisi nasional untuk kemajuan pendidikan yang 
bertugas mengkaji secara mendalam berbagai permasalahan pendidikan yang 
selama ini membelenggu bangsa ini sekaligus merumuskan solusi penyelesaiannya. 
Komisi ini bertugas melakukan riset tentang kelemahan dan kelebihan mulai dari 
aspek konten, tercapainya target dan harapan pengetahuan, kemampuan, dan 
  
keterampilan sampai pada restrukturisasi sistem sekolah termasuk waktu yang 
digunakan untuk pelaksanaan proses belajar serta yang berhubungan langsung 
dengan proses pembelajaran. Untuk mengkaji permasalahan secara mendalam dan 
merumuskan prgram strategis untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang 
ada diperlukan jangka waktu satu sampai dua tahun. 
 Kedua, pemberian kewenangan dalam desentralisasi pendidikan perlu 
diperluas termasuk dalam mengembangkan kurikulum, manajemen berbasis 
sekolah, dan sistem perekrutan tenaga pendidik dan kependidikan harus 
berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan tetapi tetap berada dalam pengawasan, 
monitoring dan evaluasi dari pemerintah daerah. Pengembangan Kurikulum Tingkat 
Satuan Pendidikan (KTSP) tidak berbasis pada satuan pendidikan, melainkan sudah 
dirancang hampir keseluruhan dari konten dan struktur kurikulum itu sendiri secara 
sentralistik oleh pemerintah pusat. Satuan pendidikan hanya diberi kewenangan 
dalam membuat indikator yang sebenarnya sudah terjabarkan dalam standar 
kompetensi dan kompetensi dasar yang diberikan oleh pemerintah pusat. Akibatnya, 
kreativitas guru tidak berkembang dan cenderung mengabaikan tuntutan kompetensi 
dan keprofesionalitanya. Manajemen berbasis sekolah juga hanya dilaksanakan 
sebatas sebagai tuntutan dari suatu peraturan pemerintah, sedangkan hakekat dari 
manajemen berbasis sekolah yang mengharuskan adanya pemberian otonomi luas 
kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua, kepemimpinan yang 
demokratis dan profesional, dan team work yang kompak dan transparan baru 
sebatas cita-cita yang masih sulit terwujudkan secara baik.  
 Ketiga, aspek pembiayaan sebagaimana diamanahkan dalam undang-
undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional harus segera 
direalisasikan. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan 
  
dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (APBD).12 Oleh karena itu, kajiaan mendalam tentang besarnya anggaran 
pendidikan baik yang diambil dari APBD maupun dari APBN harus betul-betul 
transparan sehingga dapat menghindari munculnya praktek-praktek korupsi dari 
hasil pembiayaan pendidikan. Selain itu, pendidikan gratis bukan hanya dijadikan isu 
politik semata, melainkan harus betul-betul terimplementasi secara sistematis dalam 
membangun program wajib belajar sembilan tahun. Pembiayaan pendidikan 
seharusnya tidak dimonopoli oleh lembaga pendidikan yang saat ini dirancang untuk 
berstandar internasional melainkan harus merata untuk seluruh lembaga pendidikan 
yang ada.  
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